PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 12/ 3/PBI/2010
TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

bahwa peningkatan risiko yang dihadapi pedagangtaval
asing bukan bank perlu diimbangi dengan peningkatan
kualitas penerapan program anti pencucian uang dan
pencegahan pendanaan terorisme;

bahwa penerapan program anti pencucian uang dan
pencegahan pendanaan terorisme perlu mengacu pada
prinsip-prinsip umum yang berlaku secara internasio

bahwa ketentuan tentang Penerapan Prinsip Mengenal
Nasabah Know Your Customer Principlgyang selama

ini berlaku, perlu disempurnakan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dizery

perlu untuk mengatur ketentuan tentang penerapan
program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaa
terorisme pada pedagang valuta asing bukan bamndal

suatu Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...



Mengingat

1.

- 2.

Undangbndang Nomor 7 Tahun 1992 tenta
Perbankan (Lembaran Negara Republik Indar
Tahun 1992 Nomor 31; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Rept
Indonesia Nomor 3790);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia menjadi Unddmgdang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 7; Tambahan Lembin Negara Republik
Indonesia Nomor 4962);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu
Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Naga
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 30; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagair

telah...
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telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Rept
Indonesia Nomor 4324);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Nc
4284);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA
PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksundae:

Pedagang Valuta Asing Bukan Bank, selanjutnya disEWA Bukan Bank
adalah PVA Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalamtuPen Bank

Indonesia yang mengatur mengenai pedagang valuig. a

2. Pencucian..
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Pencucian Uang adalah pencucian uang sebagaimamakslid dalam
Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak piganaucian uang.
Pendanaan Terorisme adalah penggunaan harta kekageara langsung
atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme.

Nasabah adalah pihak yang bertransaksi dengantaamenggunakan jasa
PVA Bukan Bank.

Customer Due Diligenceyang selanjutnya disebut sebagai CDD adalah
kegiatan berupa identifikasi, pencocokan, dan pemyk informasi yang
dilakukan PVA Bukan Bank untuk memastikan bahwadaksi tersebut
sesuai dengan profil Nasabah.

Enhanced Due Diligenceyang selanjutnya disebut sebagai EDD adalah
tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan PVA BuBank pada saat
melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan k@gada Nasabah
yang tergolong berisiko tinggi termasysolitically exposed persons,
terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendagiaisme.

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksiuarigan
mencurigakan sebagaimana dimaksud dalam Undangrgndgang
mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang.

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuarygawg dilakukan
secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Undangagn@ag mengatur
mengenai tindak pidana pencucian uang.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangaug, s@lanjutnya disebut
sebagai PPATK adalah PPATK sebagaimana dimaksuaimd&lndang-
Undang yang mengatur mengenai tindak pidana pemtweang.

. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan sheeogang untuk
selanjutnya disebut sebagai APU dan PPT adalahaupagcegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dampaal terorisme.

11.Beneficia ...
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11. Beneficial Owner adalah setiap orang yang memiliki dana, yang
mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikasakatas terjadinya
suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendati@lalui badan
hukum atau perjanjian.

12. Politically Exposed Persongang selanjutnya disebut sebagai PEP adalah
orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memaikiekangan publik
diantaranya adalah Penyelenggara Negara sebagaidnaa&sud dalam
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengemngelenggara
negara, dan/atau orang yang tercatat sebagai anggotai politik yang
memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasipagai politik, baik
yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkevesygaan asing.

13. Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalastadg-Undang yang
mengatur mengenai perseroan terbatas.

14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris sebagaindémaksud dalam

Undang-Undang yang mengatur mengenai perseroaatastb

BAB I
PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

Pasal 2

(1) PVA Bukan Bank wajib menerapkan program APU dan.PPT

(2) Dalam penerapan program APU dan PPT, PVA Bukan Buwamakb
berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalamatuPear Bank
Indonesia ini.

(3) Penerapan program APU dan PPT pada PVA Bukan Bamupakan

tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi.

Pasal...
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Pasal 3

Penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimalaacd Pasal 2 ayat (1)

paling kurang mencakup:

a.
b.
C.
d.

tanggung jawab Direksi dan pengawasan aktif Dewamikaris;
kebijakan dan prosedur;
pengendalian intern; dan

sumber daya manusia.

BAB Il
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN
PENGAWASAN AKTIF DEWAN KOMISARIS

Pasal 4

Tanggung jawab Direksi PVA Bukan Bank dalam penamgprogram APU dan

PPT paling kurang mencakup:

a.

menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis penergpagram APU dan

PPT berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris;

memastikan penerapan program APU dan PPT dilakaansésuai dengan
kebijakan dan prosedur tertulis yang telah dites@pk

melakukan penyesuaian kebijakan dan prosedur igemgngenai program
APU dan PPT sejalan dengan perubahan ketentuan lyargku terkait

dengan penerapan program APU dan PPT,;

melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dansé@ksn Keuangan
Tunai kepada PPATK;

memastikan bahwa seluruh  pegawai telah memperplehgetahuan
dan/atau pelatihan mengenai penerapan program ARWPHET; dan

melakukan pengkinian profil nasabah dan profil $edesi nasabah.

Pasal...
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Pasal 5

Pengawasan aktif Dewan Komisaris PVA Bukan Bankmgbenerapan program

APU dan PPT paling kurang mencakup:

a.

1)

(2)

memberikan persetujuan atas kebijakan penerapargmnmoAPU dan PPT;
dan

mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi tephagdenerapan
program APU dan PPT.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Pasal 6

Dalam menerapkan program APU dan PPT, PVA BukankBansjib
memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang pglkurang mencakup:
pelaksanaan CDD;

Beneficial Owner;

a

b

c. pelaksanaan EDD;
d. penolakan transaksi;

e. pengkinian informasi dan dokumen;

f. penatausahaan dokumen; dan

g. pelaporan kepada PPATK.

PVA Bukan Bank wajib menerapkan kebijakan dan plosetertulis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian...
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Bagian Pertama

Pelaksanaan CDD

Pasal 7

PVA Bukan Bank wajib melakukan CDD sebagaimana &sud dalam Pasal 6

ayat (1) pada saat:

a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan Kapada Nasabah
dan/atatBeneficial Owneratau

b. meragukan kebenaran informasi yang disampaikan Negabah dan/atau

Beneficial Owner

Pasal 8

(1) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi deng@m/atau
memberikan jasa kepada Nasabah, PVA Bukan Banlbwagiminta dan
mencocokkan informasi Nasabah terhadap dokumen ugang yang
memuat informasi Nasabah dimaksud.

(2) PVA Bukan Bank wajib memperoleh informasi bahwa&lmh bertindak
untuk diri sendiri atau untuk dan atas naBemeficial Owner

(3) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dengan danfaénggunakan
jasa dengan nilai kurang dari Rp100.000.000,0fa{ige juta rupiah) atau
ekuivalen dalam mata uang asing, informasi sebagandimaksud pada
ayat (1), paling kurang mencakup:

a. bagi Nasabah perorangan:
1. identitas Nasabah yang memuat:
a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan

menunjukkan dokumen dimaksud; dan

c) alamat...
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c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartutiis;

2. informasi mengenaiBeneficial Ownerapabila Nasabah mewakili
Beneficial Ownerdan

3. nilai dan tanggal transaksi;

b. bagi Nasabah selain perorangan:

1. nama badan usaha;

2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;

3. alamat kedudukan badan usaha;

4. informasi mengenddeneficial Ownerapabila Nasabah mewakili
Beneficial Ownerdan

5. nilai dan tanggal transaksi.

(4) Bagi Nasabah yang melakukan transaksi dan/atau goneagan jasa
dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rypmau lebih atau
ekuivalen dalam mata uang asing, yang dilakukamandal (satu) kali
maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) kewja, informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kuramgakup:

a. bagi Nasabah perorangan:
1. identitas Nasabah yang memuat:

a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;

b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan
menunjukkan dokumen dimaksud;

c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartutiis;

d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor tefeppabila
ada;

e) tempat dan tanggal lahir;

f) kewarganegaraan;

g) pekerjaan;

h) jenis kelamin; dan

i) NPWP ...
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i) NPWP apabila ada;
2. informasi mengenaBeneficial Owner apabila Nasabah mewakili

Beneficial Owner
nilai dan tanggal transaksi;
maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaanias
informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bankulkntlapat
mengetahui profil Nasababh;

b. bagi Nasabah selain perorangan:

nama badan usaha;

nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;

NPWP badan usaha;

alamat kedudukan badan usaha;

jenis atau bidang usaha;

o g~ w DR

informasi mengenddeneficial Ownerapabila Nasabah mewakili
Beneficial Owner

nilai dan tanggal transaksi;

8. maksud dan tujuan transaksi dan/atau hubungan ;usaha
informasi lain yang memungkinkan PVA Bukan Bankukntiapat

mengetahui profil Nasabah.

Bagian Kedua

Beneficial Owner
Pasal 9

Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi derdmmatau memberikan

jasa kepada Nasabah yang mewd&éneficial OwnerPVA Bukan Bank wajib

melakukan...
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melakukan CDD terhadafBeneficial Owneryang sama ketatnya dengan

prosedur CDD bagi Nasabah yang mewdkédneficial Owner

Pasal 10

(1) Informasi mengenaBeneficial Owneisebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b angkgdling kurang mencakup :
a. bagiBeneficial Owneperorangan:
1. identitasBeneficial Ownelyang memuat:
a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;
b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan
menunjukkan dokumen dimaksud; dan

c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartotiis;

2. hubungan hukum antara Nasabah denBaneficial Owneryang
ditunjukkan dengan surat penugasan, surat penmargiarat kuasa
atau bentuk lainnya;

b. bagiBeneficial Owneselain perorangan:

1. nama badan usaha;

2. nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;

3. alamat kedudukan badan usaha; dan

4. hubungan hukum antara Nasabah denBaneficial Owneryang
ditunjukkan dengan surat penugasan, surat pemargiarat kuasa
atau bentuk lainnya.

(2) Informasi mengenaBeneficial Ownersebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (4) huruf a angka 2 dan huruf b angka ihga&urang mencakup :
a. bagiBeneficial Owneperorangan:
1. identitasBeneficial Ownelyang memuat:

a) nama lengkap termasuk alias apabila ada;

b) nomor...



- 12 -

b) nomor dokumen identitas yang dibuktikan dengan
menunjukkan dokumen dimaksud;

c) alamat tempat tinggal yang tercantum pada kartotitds;

d) alamat tempat tinggal terkini termasuk nomor tefeppabila
ada,;

e) tempat dan tanggal lahir;

f) kewarganegaraan;

g) pekerjaan;

h) jenis kelamin; dan

1) NPWP apabila ada;

maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunaan @

hubungan hukum antara Nasabah denBaneficial Owneryang

ditunjukkan dengan surat penugasan, surat pengrgiarat kuasa

atau bentuk lainnya,;

b. bagiBeneficial Owneselain perorangan:

1.

N o o~ D

nama badan usaha;

nomor izin usaha dari instansi yang berwenang;

NPWP badan usaha;

alamat kedudukan badan usaha;

jenis atau bidang usaha;

maksud dan tujuan transaksi dan/atau penggunsandan
hubungan hukum antara Nasabah denganeficial Owneryang
ditunjukkan dengan surat penugasan, surat pemamgiarat kuasa

atau bentuk lainnya.

Bagian...
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan EDD

Pasal 11

PVA Bukan Bank wajib melakukan EDD sebagaimana &sud dalam Pasal 6

ayat (1) pada saat:

a. melakukan transaksi dengan dan/atau memberikan jespada Nasabah
dan/atauBeneficial Owneryang tergolong berisiko tinggi termasuRER
atau

b. terdapat transaksi yang tidak wajar yang didugkatedengan pencucian

uang dan/atau pendanaan terorisme.

Pasal 12

(1) PVA Bukan Bank wajib meneliti bahwa Nasabah dan/aBneficial
Ownermemenubhi kriteria sebagai Nasabah dan/Beneficial Owneyang
tergolong berisiko tinggi termasuk PEP.

(2) Dalam hal Nasabah dan/at®eneficial Ownertergolong berisiko tinggi
termasuk PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (B, BtNan Bank
wajib melakukan EDD yang mencakup paling kurang:

a. informasi mengenai Nasabah dan/aBeneficial Ownersebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10;

sumber dana;

maksud dan tujuan transaksi;

kewajaran profil transaksitan

®© o o T

informasi lainnya mengenai hubungan usaha dendaakymihak yang

terkait Nasabah ataBeneficial Owner.

(3) Dalam...
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(3) Dalam hal PVA Bukan Bank melakukan transaksi deniyasabah yang
tergolong PEP, Direksi bertanggung jawab langsumas goenerapan
program APU dan PPT dengan Nasabah tersebuit.

Bagian Keempat

Penolakan Transaksi
Pasal 13

PVA Bukan Bank wajib menolak untuk melakukan tréssalengan dan/atau

memberikan jasa kepada Nasabah, dalam hal Nasabah:

a. tidak memenuhi permintaan informasi sebagaimanakbod dalam Pasal
8, Pasal 10 dan Pasal 12; dan/atau

b. diketahui menggunakan identitas dan/atau memberikanmasi yang tidak

benar.

Bagian Kelima
Pengkinian Informasi dan Dokumen
Pasal 14

(1) PVA Bukan Bank melakukan pengkinian informdan dokumen nasabah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 asal P12 serta

menatausahakannya.

(2) Pengkinian informasi sebagaimana dimaksud pagat (1), dilakukan

dengan cara pemantauan terhadap informasi dan dwkNasabah.

Bagian...
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Bagian Keenam
Penatausahaan Dokumen
Pasal 15

PVA Bukan Bank wajib menatausahakan:

a.

(1)

(2)

3)

dokumen yang terkait dengan informasi Nasabah Baneficial Owner

dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahupakseberakhirnya

transaksi dengan dan/atau pemberian jasa kepaskbhih;

dokumen Nasabah daBeneficial Owneryang terkait dengan transaksi
keuangan dengan jangka waktu sebagaimana didamdandang-Undang

yang mengatur mengenai dokumen perusahaan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Kepada PPATK

Pasal 16

PVA Bukan Bank wajib menyampaikan laporan Transaksuangan
Mencurigakan, laporan Transaksi Keuangan Tunailalaoran lain kepada
PPATK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yarengatur

mengenai tindak pidana pencucian uang

Kewajiban PVA Bukan Bank untuk melaporkan TransaK&uangan
Mencurigakan juga berlaku untuk transaksi yang gkdterkait dengan

kegiatan terorisme dan/atau pendanaan terorisme.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada (Ryadilakukan

dengan berpedoman pada ketentuan yang dikelualdariP®ATK.

BAB ...
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BAB V
PENGENDALIAN INTERN

Pasal 17

Direksi wajib menerapkan fungsi pengendalian mterkait dengan penerapan
program APU dan PPT.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 18

PVA Bukan Bank wajib memberikan pengetahuan dam/at@aemberikan
pelatihan secara berkesinambungan mengenai pengoapgram APU dan PPT

bagi seluruh pegawai.

BAB VII
PENGAWASAN OLEH BANK INDONESIA
Pasal 19

(1) PVA Bukan Bank wajib menyampaikan kebijakan darspdur penerapan
program APU dan PPT sebagaimana dimaksud dalanh ®@&spada Bank
Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalemskejak dikeluarkannya
izin usaha sebagai PVA Bukan Bank.

(2) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pamepaogram APU
dan PPT pada PVA Bukan Bank.
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BAB VIII
SANKSI
Pasal 20

(1) Bank Indonesia mengenakan sanksi peringatan khdalsm hal PVA
Bukan Bank tidak melaksanakan kewajiban sebagaimdanaksud dalam
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, PgsBRhsal 12, Pasal 13,
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasaht@laydan/atau Pasal 21.

(2) Bank Indonesia mengenakan sanksi pencabutan iainaudalam hal PVA
Bukan Bank tidak menindaklanjuti sanksi sebagaindimeksud pada ayat
(1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Iddd&annya sanksi

peringatan khusus.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

PVA Bukan Bank yang telah memiliki Pedoman PelaksanPenerapan Prinsip
Mengenal Nasabah wajib menyesuaikan menjadi Kedmjaklan Prosedur
Penerapan Program APU dan PPT dan menyampaikam&dgmnk Indonesia
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diberlakalya Peraturan Bank

Indonesia ini.

BAB ...
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerapan Prograth Pencucian Uang dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme pada PVA Bukan dank lebih lanjut

dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini nidsal 40, Pasal 41 dan
Pasal 42 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/11/P8¥/2Gentang Pedagang
Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesiauma2007 nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noniéd) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pengenaan sanksi sebagaimaa&stidhdalam Pasal 20
mulai berlaku terhitung 12 (dua belas) bulan s€jakaturan Bank Indonesia ini

ditetapkan.

Pasal 25

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku padgdahditetapkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yretagngan Peraturan

Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembsegara Republik

Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2010
Pjs. GUBERNUR BANK INDONESIA,
DARMIN NASUTION
Diundangkan di . Jakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR46
DPM
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PENJEL ASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 12/ 3 /PBI/2010

TENTANG

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
PADA PEDAGANG VALUTA ASING BUKAN BANK

. UMUM

Dengan semakin maraknya tindak pidana pencuciag dan pendanaan
teroris yang memanfaatkan lembaga keuangan, dkaerlukerjasama dan
perhatian dari berbagai pihak dalam pencegahan pganberantasan tindak
pidana dimaksud. Metode dan cara yang digunakaanddindak pidana
pencucian uang semakin beragam seiring dengan mbdmgan produk,
aktivitas dan teknologi informasi penyedia jasadkegan. Hal tersebut membuka
peluang bagi para pelaku kejahatan untuk menyatai@n sarana dan produk
penyedia jasa keuangan dalam membantu tindak kejahnz.

Pedagang Valuta Asing Bukan Bank sebagai salah patyedia jasa
keuangan selain bank tidak luput dari penyalahgunaeaku tindak pidana
pencucian uang. Dalam hal ini diperlukan peranankdajasama seluruh pelaku
usaha dalam industri pedagang valuta asing bukank lbimlam membantu
penegakan hukum dalam menjalankan program anti ugent uang dan
pencegahan pendanaan terorisme.

Dalam menerapkan program anti pencucian uang damcegahan
pendanaan terorisme, seperti halnya perbankanstimgaedagang valuta asing
bukan bank juga mengacu pada standar internasicsgtbagaimana

direkomendasikan olelirinancial Action Task Force on Money Laundering

(FATF) ...
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(FATF), yang dikenal dengan Rekomendasi 40 + 9 EARd&komendasi tersebut
juga menjadi acuan yang digunakan oleh masyaraki@rniasional dalam
melakukan penilaian terhadap kepatuhan suatu neganadap pelaksanaan
program anti pencucian uang dan pencegahan pendtaraasme.

Ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Privieigenal Nasabah
(Know Your Customer Principlesyang selama ini diterapkan, dinilai perlu
disesuaikan dengan mengacu pada standar interahgang lebih komprehensif
dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidanaug@anc uang dan
pencegahan pendanaan terorisme. Penyesuaian pamgsdtsebut antara lain
meliputi:

a. penggunaan istilaustomer Due Diligencdalam identifikasi, pencocokan,
dan pemantauan nasabah;
b. penggunaan istilaBnhanced Due Diligencealam identifikasi, pencocokan,
dan pemantauan nasabah yang berisiko tinggi;
c. permintaan informasi dan dokumen pendukung Bagieficial Owner;
d. pengaturan mengenai pencegahan pendanaan teroris.
Dengan penerapan program anti pencucian uang dacegehan
pendanaan terorisme yang dilakukan pedagang vasitg bukan bank secara
efektif, diharapkan pedagang valuta asing bukark lwEpat beroperasi secara

sehat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkiaitasistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup...
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Cukup jelas
Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Penerapan program APU dan PPT dilaksanakan bdiardor pusat
maupun kantor cabang PVA Bukan Bank sesuai denghijpkan dan
prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
Dalam rangka penerapan program APU dan PPT, Dirdkgiat
menunjuk pegawai PVA Bukan Bank untuk menanganiesgran
program APU dan PPT.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.



- 23 -

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang
dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkam ole
instansi yang berwenang.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)

Cukup jelas.
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Huruf d)
Informasi ini diperlukan bagi Nasabah perorangan
yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda
dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.
Huruf e)
Cukup jelas.
Huruf f)
Cukup jelas.
Huruf g)
Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/
institusi.
Huruf h)
Cukup jelas.
Huruf i)
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Termasuk...
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Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang
dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkam ole
instansi yang berwenang.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Angka 9
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2

Termasuk...
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Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang
dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkam ole
instansi yang berwenang.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Angka 1
Huruf a)
Cukup jelas.
Huruf b)
Cukup jelas.
Huruf c)
Cukup jelas.
Huruf d)
Informasi ini diperlukan bagi Nasabah perorangan
yang memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda
dengan alamat yang tercatat pada kartu identitas.
Huruf e)
Cukup jelas.
Huruf f)
Cukup jelas.
Huruf g)
Informasi pekerjaan mencakup nama perusahaan/

institusi .

Huruf ...
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Huruf h)
Cukup jelas.
Huruf i)
Cukup jelas.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Termasuk izin usaha adalah izin lainnya yang
dipersamakan dengan izin usaha yang dikeluarkam ole
instansi yang berwenang.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Pasal 11
Huruf a

Penetapan..
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Penetapan penggolongan berisiko tinggi dilakukanngde

berpedoman pada ketentuan PPATK yang mengatur mange

pedoman identifikasi produk, nasabah, usaha dararaefperisiko

tinggi bagi penyedia jasa keuangan dan pedoman enang

identifikasi transaksi keuangan mencurigakan térkaendanaan

terorisme bagi penyedia jasa keuangan.

Pihak-pihak yang dianggap sebagai Nasabah yangikmertinggi

sesuai dengan pedoman PPATK, terdiri dari:

1. Orang vyang populer secara politisPofitically Exposed
Persons/’"PEP?). Contoh dari PEP adalah:

Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;

Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;

Pejabat setingkat Menteri;

Eksekutif Senior perusahaan Negara;

Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Eksekutif dan ketua partai politik;

-~ ® o0 T o

Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepatisia

= Q@

Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan

Kejaksaan Agung;

I. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Pneside

J. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudarak, ana
menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas; dan

k. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namuen&a

posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnyagya

signifikan, status selebriti dan/atau kombinasii gasisinya

dapat menempatkan penyedia jasa keuangan dalarsi posi

berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi

2. Petugas instansi pemerintah yang terkait dengaygehn publik.

3. Orang...
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3. Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dang lparasal
dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sunduenber
terpercaya memiliki standar anti pencucian uanggyédak
mencukupi atau mewakili tindak pidana tingkat tinggan
korupsi.

4. Orang-orang yang terlibat dalam jenis-jenis kegiasdtau sektor
usaha yang rentan terhadap pencucian uang, sqpsrgas
penyedia jasa keuangan.

5. Pihak-pihak yang disebutkan dalam daftar Persemkd&angsa
Bangsa (PBB) atau daftar lainnya yang dikeluarkdeh o
organisasi internasional sebagai teroris, organisasris ataupun
organisasi yang melakukan pendanaan atau melakukan
penghimpunan dana untuk kegiatan terorisme.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi yang tidak wagatdlah transaksi

yang memenuhi salah satu kriteria dari transaksiakgan yang

mencurigakan namun masih perlu dilakukan penelitenh lanjut
untuk memastikan apakah transaksi tersebut tergoleabagai
transaksi keuangan yang mencurigakan yang wagpaiikan kepada

PPATK.

Pasal 12
Ayat (1)
Nasabah darBeneficial Owneryang memenuhi kriteria berisiko
tinggi atau PEP dibuat dalam daftar tersendiri .
Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf ...
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Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Kewajaran profil transaksi dapat diketahui jikansaksi yang
dilakukan menyimpang dari profil, karakteristikaatkebiasaan
pola transaksi dari Nasabah cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan pihak-pihak yang terkait antam
perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PERu&®ga PEP
dan/atau pihak-pihak yang secara umum diketahuilikpub
mempunyai hubungan dekat dengan PEP.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Huruf a
Dokumen dapat ditatausahakan dalam bentuk ashasaelectronic
form, microfilm, atau dokumen yang berdasarkan undang-undang
yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti.
Huruf b
Dokumen yang ditatausahakan paling kurang mencaleptitas
Nasabah baik perorangan maupun selain peroranganné@masi
transaksi.

Informasi...
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Informasi transaksi sebagaimana dimaksud di atasara lain
meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakamggal perintah
transaksi, sumber dana, maksud dan tujuan transaksi
Pasal 16
Ayat (1)

Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dikednadkeh PPATK,

Transaksi Keuangan Mencurigakasugpicious transactiofispada

prinsipnya memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Transaksi yang menyimpang dari profil, karaktekistiatau
kebiasaan pola transaksi dari Nasabah yang bensemgk

2. Transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuatuk
menghindari pelaporan yang wajib dilakukan PVA Buank;

3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal diakudengan
menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hesiak
pidana.

Apabila suatu transaksi keuangan telah memenuhisgatl lebih dari
unsur-unsur dimaksud, PVA Bukan Bank wajib menedaplia
sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan mékapoya
kepada PPATK. Pelaporan Transaksi Keuangan Merakary
disampaikan kepada PPATK dengan menggunakan farnaan
dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan PPATK.

Sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dikeluaslein PPATK,

Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan dt&tA Bukan

Bank kepada PPATK adalah transaksi yang memenitarikrsebagai

berikut:

a. merupakan penerimaan atau pembayaran dengan mehggun

uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam);

b. dalam...
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b. dalam jumlah kumulatif Rp500.000.000,00 (lima ratpga
Rupiah) atau lebih dalam mata uang asing yangny#asetara;
dan
c. dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali tiesisdalam 1
(satu) hari kerja pada 1 (satu) atau beberapa kdato satu PVA
Bukan Bank.
Pelaporan Transaksi Keuangan Tunai disampaikandeepd ATK
dengan menggunakan formulir dan dalam jangka wsdsuai dengan
ketentuan PPATK.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Fungsi pengendalian intern dalam penerapan proghétd dan PPT
mencakup pengecekan terlaksananya seluruh kebigdarmprosedur APU
dan PPT antara lain:
1. pengecekan atas kelengkapan informasi Nasabah ddwmeén
transaksi;
2. penyampaian laporan Transaksi Keuangan Tunai daansaksi
Keuangan Mencurigakan kepada PPATK.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal...
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
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